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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Tanah merupakan hal yang sangat lah penting bagi kehidupan manusia, 

sehingga dapat dikatakan bahwa kehidupan manusia sangat bergantung terhadap 

tanah tempat manusia berpijak dan melangsungkan kehidupan. Tanah telah menjadi 

kebutuhan yang sangat penting bagi manusia serta berkembang menjadi masalah 

sektoral yang mempunyai dimensi ekonomi, sosial budaya serta pertahanan dan 

keamanan. Hal ini menyebabkan aspek pertanahan  merupakan salah satu faktor 

penunjang yang sangat penting bagi keberhasilan kehidupan manusia. 

Begitu pentingnya aspek pertanahan bagi manusia selanjutnya akan 

menimbulkan berbagai permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat, hal ini juga 

dipengaruhi oleh kebutuhan manusia akan tanah yang senantiasa meningkat seiring 

dengan laju pertumbuhan dan pembangunan di segala bidang. Dimana dilain hal 

ketersediaan tanah terbatas dan relatif tetap, oleh karena itu pihak yang berwenang 

dalam hal ini Pemerintah harus bisa mengakomodir semua permasalahan-

permasalahan dalam masyarakat yang berkaitan dengan bidang pertanahan ini. 

Dalam kaitan itu Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1993 BAB VI Sub 

F No.15 menegaskan bahwa : “Tanah dan lahan yang mempunyai nilai ekonomi, dan 

fungsi sosial, pemanfaatannya perlu diatur dan dikembangkan dalam pola tata ruang 

yang terkoordinasi bagi sebesar-besar kesejahteraan masyarakat”1. Dan selanjutnya 

dipertegas dalam garis kebijakan yang dituangkan dalam GBHN Tahun 1999 BAB 
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IV Sub B No. 16: “Mengembangkan kebijakan pertanahan untuk meningkatkan 

pemanfaatan dan penggunaan tanah secara adil, transparan dan produktif dengan 

mengutamakan hak-hak setempat, termasuk hak ulayat dan masyarakat adat, serta 

berdasarkan tataruang wilayah yang serasi dan seimbang”.2 

Pemerintah dalam hal ini Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 

diwajibkan dapat melaksanakan koordinasi dengan masyarakat dalam menghindari 

konflik-konflik yang berkemungkinan muncul dalam bidang pertanahan. Dengan 

usaha yang terus-menerus dan terprogram dari pemerintah dan masyarakat , 

pembangunan dibidang pertanahan ini diharapkan dapat mewujudkan kondisi 

pemanfaatan dan pemilikan tanah yang dapat mendatangkan kesejahteraan dan 

ketentraman serta keamanan warga masyarakat, bangsa, dan Negara. Hal ini sesuai 

dengan konstitusi Negara Indonesia yaitu UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) yang 

memberikan landasan bahwa “ Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di 

dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk rakyat”.3 

Dari penegasan Garis-Garis Besar Haluan Negara tersebut di atas semakin 

jelas bahwa administrasi pertanahan mempunyai peranan penting yang perlu 

mendapatkan penanganan yang lebih serius dan sungguh-sungguh agar dapat 

mendukung terlaksananya tugas-tugas pemerintah dalam pemerataan pembangunan 

sejak perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, sampai kepada pengendaliannya. 

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1979 mengenai Catur Tertib Pertanahan 

yang meliputi : 

                                                           
2
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1. Tertib Hukum Pertanahan 

2. Tertib Administrasi Pertanahan 

3. Tertib Penggunaan Tanah 

4. Tertib Pemeliharaan Tanah dan Lingkungan Hidup.
4
 

Sesuai dengan penjelasan umum tujuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 

1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria atau yang biasa disebut Undang-

undang Pokok Agraria (UUPA) adalah : 

1. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan Hukum Agraria Nasional, yang 

akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan 

keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka 

masyarakat yang adil dan makmur. 

2. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan 

hukum pertanahan. 

3. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai 

hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya. 
5
 

Untuk mewujudkan tertib dibidang pertanahan, UUPA mengharuskan kepada 

pemerintah untuk mengadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik 

Indonesia. Dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA tentang Pendaftaran Tanah menyatakan 

bahwa ”Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran 

tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang 

diatur dengan Peraturan Pemerintah”. 
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Untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam 

UUPA, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10tahun 1961, yang 

telah disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor24 tahun 1997 tentang 

Pendafataran Tanah. Pendaftaran tanah yang dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 

24 Tahun 1997 adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara 

terus-menerus, berkesinambungan, danteratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, 

pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam 

bentuk peta dan daftar,mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah 

susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya dalam bidang-bidang tanah yang 

sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang 

membebaninya.6  

Penelitian ini akan membahas tentang pendaftaran tanah tersebut dan 

difokuskan untuk dilihat di wilayah Kota Padang, Kota Padang memiliki wilayah 

administrasi seluas  694,96 km² wilayah darat. Wilayah Kota Padang yang 

sebelumnya terdiri dari 3 Kecamatan dengan 15 Kampung, dikembangkan menjadi 

11 Kecamatan dengan 104 Kelurahan.  

Tabel 1.1 

Luas Penggunaan Lahan Menurut Jenis Penggunaannya 

Kota Padang Tahun 2016 

NO Jenis Penggunaan Lahan 
Luas 

Km² Persentase % 

A Lahan Sawah 5.225,00 7,42 

1 Sawah Irigasi Teknis 4.934,00 7,00 

2 Sawah Irigasi Non Teknis 35,52 0,42 

B Lahan Bukan Sawah 64.496,00 92,58 

1 Perumahan  7.006,72 9,05 

2 Perusahaan 261,06 0,34 

                                                           
6
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3 Industri  702,25 1,01 

4 Jasa  716,42 1,03 

5 Ladang  939,15 1,38 

6 Perkebunan rakyat  2.417,50 3,09 

7 Kebun campuran 13.697 20,04 

8 Kebun sayuran 1.343,00 1,93 

9 Peternakaan  26,83 0,04 

10 Kolam ikan 100,80 0,15 

11 Danau buatan 2,25 0,001 

12 Tanah kosong 3,89 0,23 

13 Tanah kota 16,00 0,02 

14 Semak  1.491,24 2,26 

15 Rawa  120,00 0,17 

16 Jalan arteri dan kolelter 139,00 0,19 

17 Hutan Lebat 35.448,00 51,01 

18 Sungai  379,45 0,55 

Jumlah 69.502,00 100,00 

 Sumber : Badan Pusat Statistik, tahun 2017. 

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa lahan di Kota Padang lebih 

banyak pada lahan bukan sawah dengan persentase 92.58 %, selebihnya adalah lahan 

yang digunakan untuk persawahan. Kota Padang memiliki pertumbuhan penduduk 

dengan kepadatan penduduk yang tinggi setiap tahunnya, untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada tabel 1.2.berikut ini:  

Tabel 1.2. 

Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Padang 

 per Kecamatan tahun 2010 dan 2016 (km
2
) 

No Kecamatan 
Jumlah Penduduk 

2010 2016 

1 Bungus Teluk Kabung 
             

22,896  

             

24,672  

2 Lubuk Kilangan 
             

48,850  

             

54,529  

3 Lubuk Begalung 
          

106,432  

          

119,322  

4 Padang Selatan 
             

57,718  

             

59,523  

5 Padang Timur 
             

77,868  

             

79,315  

6 Padang Barat 
             

45,380  

             

45,961  

7 Padang Utara 
             

69,119  

             

70,624  
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8 Nanggalo 
             

57,275  

             

60,643  

9 Kuranji 
          

126,729  

          

144,063  

10 Pauh 
             

59,216  

             

70,225  

11 Koto Tangah 
          

162,079  

          

186,091  

Padang 

          

833,562  

          

914,968  
Sumber : Badan Pusat Statistika Kota Padang Tahun 2017 

Berdasarkan pada Tabel 1.2 terlihat bahwa tahun 2010 ke 2016 menunjukkan 

pertumbuhan penduduk dengan kepadatan penduduk yang tinggi,salah satunya di 

Kecamatan Lubuk Begalung. Dengan jumlah dan kepadatan penduduk tersebut maka 

Kota Padang termasuk ke dalam kota padat penduduk.  

Penulis melakukan wawancara survey awal mengenai pertanahan di Kota 

Padang ini: 

“...Pertanahan merupakan permasalahan yang kompleks ditengah 

masyarakat, hendaknya masyarakat mendaftarkan tanah milik 

mereka agar mendapatkan legalitas atas hak milik mereka, namun 

sejauh ini masih banyak masyarakat yang tidak mengurus sertifikat 

tanah mereka, hal ini mungkin dikarenakan lamanya proses 

sertifikasi dan faktor biaya Bangunan-bangunan, seperti perumahan, 

jasa, perindustrian serta baik sawah dan perkebunan segala yang 

memanfaatkan tanah harus memiliki sertifikat sebagai alat bukti hak 

milik atas tanah sehingga keabsahan pemilik diketahui oleh 

pemerintah, agar pemerintah dapat mempetakan lahan kosong atau 

pun milik pemerintah dengan tanah yang dimiliki masyarakat. Dalam 

mengatasi masalah ini Pemerintah mengeluarkan instruksi untuk 

melaksanakan program mengenai pendaftaran dan sertifikasi tanah 

ini, dengan tujuan mempermudah masyarakat dalam pengurusan 

sertifikat hak milik tanah mereka.”
7
 

 

                                                           
7
Hasil wawancara dengan  Rifaldi, S.Sit Selaku Kasi Infrastrukur Kantor Petanahan Kota Padang, 

tanggal 4 Januari 2018, pukul 11.35 WIBdi Kantor Pertanahan Kota Padang 
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Berdasarkan hasil wawancara survey awal dengan Kasi Infrastruktur di atas 

dapat dilihat Pendaftaran tanah hendaknya dilakukan oleh masyarakat untuk 

mendapatkan legalitas kepemilikan oleh Pemerintah, namun dapat dilihat bahwa 

sejauh ini kesadaran masyarakat untuk melegalisasi tanah mereka sangat kurang 

karena proses pendaftaran tanah selama ini prosesnya berbelit dan membutuhkan 

biaya yang tidak sedikit, sedangkan sertifikasi tanah diseluruh wilayah Indonesia 

sangat dibutuhkan agar keabsahan kepemilikan tanah diketahui oleh pemerintah.   

Mengenai hal tersebut penulis melakukan wawancara dengan salah seorang 

staff di Kecamatan Bungus Teluk Kabung yang dapat dilihat dalam kutipan 

wawancara berikut ini: 

“..di Kecamatan kami sebelumnya masih banyak tanah yang belum 

didaftarkan, pada sebagian besar tanah kami mengetahui pemiliknya 

siapa, namun mereka tidak mempunyai sertifikat. Penyebabnya 

mungkin selama ini proses nya di BPN lama dan butuh biaya” 

 

Kutipan wawancara di atas mempertegas bahwa kesadaran masyarakat untuk 

melegalisasi tanah mereka masih kurang, hal ini disebabkan proses pembuatan 

sertifikat yang memakan waktu lama selama ini dan juga membutuhkan biaya dalam 

proses pensertfikasiannya, hal tersebut yang menyebabkan selama ini kesadaran 

masyarakat untuk membuat sertifikat atas tanah milik mereka sangat rendah. 

Fenomena tersebut menjadi alasan peneliti untuk melakukan penelitian mengenai 

pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kota Padang. 

Tujuan dari pendaftaran tanah adalah untuk memberikan kepastian hukum 

dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan 
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rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan 

dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan, untuk menyediakan informasi 

kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah 

dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengada-kan perbuatan hukum 

mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar 

dan untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan
8
 

Menurut Boedi Harsono pendaftaran tanah adalah Suatu rangkaian kegiatan 

yang dilakukan oleh Negara/Pemerintah secara terus-menerus dan teratur, berupa 

pengumpulan keterangan atau data tertentu mengenai tanah-tanah tertentu yang ada di 

wilayah-wilayah tertentu, pengolahan, penyimpanan dan penyajiannya bagi 

kepentingan rakyat, dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang 

pertanahan, termasuk penerbitan tanda buktinya dan pemeliharaannya.
9
 

Kata-kata ”suatu rangkaian kegiatan” menunjuk kepada adanya berbagai 

kegiatan dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah, yang berkaitan satu dengan yang 

lain, berurutan menjadi satu kesatuan rangkaian yang bermuara pada tersedianya data 

yang diperlukan dalam rangka memberi jaminan kepastian hukum di bidang 

pertanahan bagi rakyat. Kata-kata ”terus-menerus” menunjuk kepada pelaksanaan 

kegiatan, yang sekali dimulai tidak akan ada akhirnya. Data yang terkumpul dan 

tersedia harus selalu terpelihara, dalam arti disesuaikan dengan perubahan-perubahan 

yang terjadi kemudian,hingga tetap sesuai dengan keadaan terakhir. Kemudian, pada 

kata ”teratur” menunjukkan, bahwa semua kegiatan harus berlandaskan peraturan 

                                                           
8
 UU No 24 Tahun 1997 Pasal 3 Tentang Pendaftaran tanah  

9
 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Jakarta: Djambatan, hal 73 
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perudang-undangan yang sesuai karena hasilnya akan merupakan data bukti menurut 

hukum, biarpun daya kekuatan pembuktiannya tidak selalu sama dengan hukum 

negara-negara yang menyelenggarakan pendaftaran tanah. 

Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah 

secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengo-

lahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, 

dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan 

rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidangbidang tanah 

yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu 

yang membebaninya.
10

  

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Pasal 3 pendaftaran tanah 

bertujuan : 

 
a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang 

hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-haklain yang terdaftar 

agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang 

bersangkutan. 

 
b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk 

Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam 

mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan 

rumah susun yang sudah terdaftar.  

 
c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.  
 

Tujuan  memberikan  jaminan  kepastian  hukum  merupakan  tujuan utama 
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 UU No 24 Tahun 1997 Pasal 1 ayat 1 Tentang Pendaftaran tanah  
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dalam pendaftaran tanah sebagaimana yang ditetapkan oleh Pasal 19UUPA.Maka  

memperoleh  sertipikat,  bukan  sekedar  fasilitas  melainkan merupakan hak 

pemegang hak atas tanah yang dijamin oleh Undang-undang.
11

 

Menurut Pasal 19 Ayat (2) UU No 5 tahun 1960, kegiatan pendaftaran tanah 

yangdilakukan oleh pemerintah meliputi: 

a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah.  
 
b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut.  
 
c. Pemberian surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian  
 

yang kuat. 

 

Menurut Peraturan Menteri Agraria/BPN No 1 tahun 2017 sertifikat adalah 

surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA 

tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria untuk Hak atas Tanah, hak 

pengelolaan, tanah wakaf, yang masing-masing sudah dibukukan dalam Buku Tanah 

yang bersangkutan.  yang disebut sertifikat adalah salinan buku tanah dan surat ukur 

yang dijahit menjadi satu bersamaan dengan kertas sampul yang bentuknya 

ditetapkan oleh Menteri Agraria. Adapun serifikat terdiri atas salinan buku tanah, 

salinan surat ukur, dan kertas sampul. 
12

 

 
Pemerintah dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional dalam rangka 

mewujudkan program Catur Tertib Pertanahan, adalah dengan mengeluarkan 

program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) dengan menerbitkan 

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No 35 tahun 2016 dan disempurnakan 

                                                           
11

 Ibid, Hal 472 
12

Permen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendaftaran tanah sistematis lengkap 
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dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No 1 Tahun 2017 tentang 

Pendaftaran tanah sistematis lengkap , dimana menurut Peraturan Menteri Agraria 

dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional No 1 Tahun 2017 Tentang Program 

PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) adalah kegiatan pendaftaran tanah 

untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek 

pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam suatu wilayah desa/kelurahan atau 

nama lainnya yang setingkat dengan itu. Sedangkan pendaftaran tanah adalah 

rangkaian kegiatan yang dilakukan pemerintah secara terus-menerus, 

berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan 

penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan 

daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk penyerahan 

alat bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya, dan hak milik 

atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.13 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah kegiatan pendaftaran tanah 

untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek pendaftaran 

tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau 

nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan 

kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran 

tanah untuk keperluan pendaftarannya.
14

  

                                                           
13

 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendaftaran tanah 

sistematis lengkap 
14

 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendaftaran tanah 

sistematis lengkap Pasal 1 Ayat 1 
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Pemerintah dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional mempunyai 

tanggungjawab penuh atas efektifitas program ini dalam mengatasi permasalahan 

masyarakat dalam mendaftarkan tanah mereka serta mendapatkan hak-hak mereka 

atas kepemilikan tanah. Selanjutnya pemerintah memberikan informasi kepada 

masyarakat akan pentingnya surat tanda bukti kepemilikan tanah (sertifikat) dan 

proses penyelesaian pendaftaran tanah dapat secara efektif, efisien dan cepat dapat 

dipertanggungjawabkan (Acountable). Kegiatan Program Pendaftaran Tanah 

Sistematis Lengkap ditujukan kepada masyarakat yang mempunyai permasalahan 

tanah yang belum memiliki sertifikat dengan sasaran yang telah memiliki dasar-dasar 

penguasaan pemilikan tanah. 

Menurut beberapa sumber yang penulis temukan program ini telah sukses di 

beberapa daerah dalam mengakomodir kebutuhan masyarakat dalam pembuatan 

sertifikat tanah. Sumber dari sriwijaya post halaman 8 tanggal 23 Februari 2017, 

program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) di Kabupaten Ogan 

Komering Ulu (OKU) berjalan dengan sangat baik dalam  memenuhi kepentingan 

masyarakat dalam pembuatan sertifikat tanah mereka.
15

 Dalam Peraturan Menteri 

Agraria dan Tata Ruang No 1 Tahun 2017 Pendaftaran tanah sistematis lengkap 

dilaksanakan untuk seluruh obyek pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik 

Indonesia, oleh karena itu penulis ingin melihat bagaimana program ini dapat 

menyelesaikan permasalahan masyarakat dalam hal pengsertifikatan tanah khususnya 

di Kota Padang.  

                                                           
15

 Tribunnews: “PTSL jadi program prima ungguan Kantor BPN 

OKU”http://palembang.tribunnews.com/2017/02/22/ptsl-jadi-program-prima-unggulan-kantor-

pertanahan-oku; diakses tanggal 2 Januari 2017 

http://palembang.tribunnews.com/2017/02/22/ptsl-jadi-program-prima-unggulan-kantor-pertanahan-oku
http://palembang.tribunnews.com/2017/02/22/ptsl-jadi-program-prima-unggulan-kantor-pertanahan-oku
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Tujuan percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap adalah 

untuk percepatan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas 

tanah rakyat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka 

serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran 

masyarakat.  

 
Dalam wawancara survey awal peneliti dalam hal ini dengan Kasi 

infrastruktur Badan Pertanahan Kota Padang, beliau menjelaskan bahwa: 

“..Program PTSL ini memberikan fasilitas atau kemudahan yang 

diberikan oleh pemerintah kepada pemegang hak atas tanah yaitu 

dalam pelaksanaan kegiatan PTSL untuk semua biaya, meliputi 

biaya pendaftaran hak, biaya pengukuran, biaya pemeriksaan tanah 

adalah gratis (pemohon tidak dipungut biaya) dalam hal 

pembiayaan dan proses penyelesaian sertifikat hak tanahnya 

ditanggung oleh Negara. Seluruh tahapan pelaksanaan program 

PTSL tahap pertama Kota Padang dilakasanakan pada Bulan 

Januari hingga Juli 2017 dimana pada bulan Januari 2017 untuk 

tahapan persiapan dan penyuluhan, tahapan ini berjalan dengan 

baik kemudian untuk pengukuran dan pemetaan bidang tanah 

dilaksanakan pada bulan Februari 2017 serta tahapan-tahapan 

lainnya dilaksanakan pada periode Maret sampai dengan Juli 2017. 

Program PTSL Tahap pertama dilakukan di Kecamatan Bungus 

Teluk Kabung Kelurahan Teluk Kabung Tengah”
16

 

Dari wawancara di atas dapat dilihat bahwa program PTSL memberikan 

kemudahan bagi masyarakat dalam dalam sertifikasi tanah mereka, untuk program 

tahap pertama ini secara keseluruhan proses pelaksanaan berjalan dengan baik dan 

target yang dibebankan juga tercapai. Staff kelurahan Bungus Teluk Kabung 

membenarkan hal tersebut, dapat dilihat dalam kutipan wawancara berikut ini: 

“Pada awal tahun 2017 kecamatan kami dilaksanakan program 

pendaftaran tanah, animo masyarakat sangat tinggi karna memang 

                                                           
16

Hasil wawancara dengan  Rifaldi, S.Sit Selaku Kasi Infrastrukur Kantor Petanahan Kota Padang, 

tanggal 4 Januari 2017, pukul 11.38 WIBdi Kantor Pertanahan Kota Padang 
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program PTSL ini memudahkan masyarakat, biaya sertifikatnya 

gratis, programnya sangat cepat, orang-orang dari BPN terjun 

langsung ke kecamatan kami menemui masyarakat”
17

 

Wawancara diatas memertegas pernyataan sebelumnya bahwa program 

Pendaftaran tanah sistematis lengkap yang di adakan oleh Kantor Pertanahan 

Nasional memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam proses pembuatan sertifikat 

tanah sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam 

program tersebut. 

Implementator dari program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) 

ini adalah Kantor Pertanahan Kota Padang. Kantor Pertanahan Kota Padang 

bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis 

lengkap, mulai dari persiapan teknis, membentuk panitia pelaksana program, 

monitoring kinerja staff pelaksana program dan memberikan pelaporan atas 

pelaksanaan program PTSL. Untuk mengimplementasikan kebijakan pemerintah 

mengenai pendaftaran tanah ini hendaknya implementator memiliki sumberdaya yang 

mumpuni untuk menjalankan sebuah kebijakan, sumberdaya yang dimaksud meliputi 

sumberdaya manusia hingga anggaran dalam pengimplementasian sebuah kebijakan 

dalam program PTSL ini.  

Di samping itu Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional  Provinsi juga 

mempunyai peranan dalam pelaksanaan Program PTSL ini yakni Memimpin rapat 

koordinasi persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dengan seluruh pejabat 

di lingkungan Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan, Memimpin rapat strategi 

                                                           
17

 Hasil wawancara dengan Afandi , S.E Selaku Staff Kantor Kecamatan Bungus Teluk Kabung, 

tanggal 16 Juli 2018, pukul 11.38 WIBdi Kantor Kecamatan Bungus Teluk Kabung 
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pengelolaan sumber daya manusia yang tersedia dan arahan lokasi yang akan 

ditetapkan untuk pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, termasuk 

memobilisasi sumber daya manusia yang ada di lingkungan Kantor Wilayah Badan 

Pertanahan Nasional, Menandatangani kontrak kinerja dengan seluruh personil yang 

terlibat dalam kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Melaksanakan 

bimbingan dan pembinaan kepada seluruh pelaksana kegiatan Pendaftaran Tanah 

Sistematis Lengkap, Memantau dan mengevaluasi kemajuan pelaksanaan kegiatan 

secara berkala serta menyelesaikan hambatan yang ada dan Melaporkan 

permasalahan yang dihadapi dalam  pelaksanaan  kegiatan  Pendaftaran Tanah 

Sistematis Lengkap dan langkah-langkah penyelesaiannya kepada Menteri Agraria 

dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dengan tembusan kepada 

Direktur Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan.
18

 

Dalam pelaksanaan program ini juga dibantu oleh pihak Kecamatan dan 

kelurahan di lokasi target program yang ditentukan, dimana peran mereka adalah 

untuk membantu mengkoordinasi masyarakat dalam proses penyuluhan program 

PTSL dan membantu Kantor Pertanahan Kota Padang dalam mensosialisasikan 

program PTSL kepada masyarakat. 

Menurut Juknis Nomor 01/JUKNIS-400/XII/2016 Pelaksanaan pendaftaran 

tanah sistematis lengkap tentang tahapan kegiatan proses percepatan pelaksanaan 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap meliputi: 

1. Persiapan (sosialisasi,penetapan lokasi,perencanaan tenaga,dan         

                                                           
18

 Juknis No. 345/2.1-10/I/2017 tentang Pelaksanaan Anggaran Pelaksanaan Program PTSL Hal 4 
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 pembentukan panitia ajudikasi percepatan,serta pelatihan) 

2.  Penyuluhan 

3. Pengumpulan Data Yuridis 

4. Pengolaan Data Yuridis dan Pembuktian Hak 

5. Pemeriksaan Tanah 

6. Pengumuman 

7. Pengesahan 

8. Penertiban Surat Keputusan Penetapan Hak dan Keputusan 

Penegasan/Pengakuan Hak 

9. Pembukuan Hak 

10. Penertiban dan Penyerahn Sertipikat 

11. Pengolaan Warkah/Dokumen 

12. Pelaporan  

Untuk Pelaksanaan program PTSL Kantor Pertanahan Kota Padang 

membentuk dan menetapkan panitia ajudikasi, Panitia Ajudikasi dibentuk oleh 

Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional atau pejabat yang 

ditunjuk. Ajudikasi adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka proses 

pendaftaran tanah untuk pertama kali, meliputi pengumpulan dan penetapan 

kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran 

tanah untuk keperluan pendaftarannya.  

Dimana susunan Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 

sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: 
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a. Ketua Panitia merangkap anggota, yang dijabat oleh seorang pegawai 

Kantor Pertanahan;  

b. wakil ketua yang membidangi infrastruktur agraria merangkap anggota, 

yang dijabat oleh pegawai Kantor Pertanahan yang memahami urusan 

infrastruktur pertanahan;  

c. sekretaris, yang dijabat oleh pegawai Kantor Pertanahan;  

d. Kepala Desa/Kelurahan setempat atau seorang Pamong Desa/Kelurahan 

yang ditunjuknya; dan 

e. anggota dapat ditambah dari unsur Kantor Pertanahan sesuai dengan 

kebutuhan. Anggota yang dimaksud merupakan satuan tugas yang 

melaksanakan program PTSL ini
19

 

Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sebagaimana 

dimaksud dalam mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut: 

 

a. Menyiapkan rencana kerja percepatan Pendaftaran Tanah; rencana kerja 

disiapkan oleh unsur pimpinan dari Program Pendaftaran Tanah Sistematis 

Lengkap Kantor Badan Pertanahan Kota Padang, dalam hal ini yaitu Ketua 

Panitia, Wakil Ketua/Ketua Lapangan dan Sekretaris Program PTSL. 
 

b. Mengumpulkan Data Fisik dan dokumen asli Data Yuridis semua bidang 

tanah yang ada di wilayah yang bersangkutan serta memberikan tanda 

penerimaan dokumen kepada pemegang hak atau kuasanya; 

c. Memberikan asistensi terhadap kelengkapan persyaratan bukti kepemilikan 

tanah sesuai dengan aturan yang berlaku; 
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 Permen No 1 Tahun 2017 Perubahan Permen no 35 tentang Pendaftaran tanah sistematis lengkap 
Tahun 2016 Pasal 5 
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d. Memeriksa kebenaran formal Data Fisik dan Data Yuridis alat bukti 

pemilikan atau penguasaan tanah; 
 

e. Mengumumkan Data Fisik dan Data Yuridis bidang tanah yang sudah 

dikumpulkan; 
 

f. Memfasilitasi penyelesaian sengketa antara pihak-pihak yang bersangkutan 

mengenai data yang diumumkan; 
 

g. Mengesahkan hasil pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf e 

yang akan digunakan sebagai dasar pembukuan hak atau pengusulan 

pemberian hak serta pendaftaran hak; 
 

h. Menyampaikan laporan secara periodik dan menyerahkan hasil kegiatan 

kepada Kepala Kantor Pertanahan; dan 
 

i. Melakukan supervisi pelaksanaan dan hasil pekerjaan Satuan Tugas Fisik 

(Satgas Fisik) dan Satuan Tugas Yuridis (Satgas Yuridis).
20

 

Dalam melaksanakan tugas, panitia ajudikasi dibantu oleh Satgas Fisik dan 

Satgas Yuridis, dimana Satgas Fisik memiliki tugas yaitu, penyediaan peta dasar 

pendaftaran baik dalam bentuk peta dan/atau citra, pengukuran batas bidang tanah 

secara kadastral yang dituangkan pada Gambar Ukur, atas penunjukan pemilik tanah 

atau kuasanya, lalu melaksanakan pemetaan bidang tanah pada Peta Pendaftaran, 

membuat Peta Bidang Tanah, Surat Ukur dan Peta lainnya, menjalankan prosedur dan 

memasukkan data dan informasi yang berkaitan dengan Data Fisik bidang tanah pada 

aplikasi KKP dan menandatangani Gambar Ukur, Surat Ukur dan seluruh peta hasil 
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 Permen No 1 Tahun 2017 tentang Pendaftaran tanah sistematis lengkap Perubahan Permen no 35 
Tahun 2016 Pasal 6 
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pengukuran dan pemetaan bidang tanah.
21

 

Satgas Fisik melakukan pengumpulan data Yuridis yang dilaksanakan melalui 

kegiatan pengumpulan dan pemeriksaan riwayat kepemilikan tanah, dimana Satgas 

Fisik memiliki tugas sebagai berikut ini: 

Satgas Yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas yaitu 

melaksanakan pengumpulan Data Yuridis bidang tanah, melakukan pemeriksaan 

bidang-bidang tanah, melakukan pemeriksaan riwayat kepemilikan tanah, membuat 

daftar bidang-bidang tanah, menyiapkan pengumuman mengenai Data Fisik dan Data 

Yuridis bidang tanah,  menginvetarisasi keberatan dan mengupayakan 

penyelesaiannya, menyiapkan naskah surat keputusan pemberian hak dan/atau 

penegasan Hak atas Tanah, menjalankan prosedur dan memasukkan informasi yang 

berkaitan dengan Data Yuridis pada aplikasi KKP dan membuat laporan pelaksanaan 

pekerjaan setiap minggu.
22

 

Sumber daya yang mempengaruhi keefektifan pelaksanaan kebijakan, selain 

sumber daya manusia adalah dana (anggaran) dan peralatan yang diperlukan untuk 

membiayai operasional pelaksanan kebijakan.
23

Untuk Program PTSL (Pendaftaran 

Tanah Sistematis lengkap) ini sumber pembiayaannyaa adalah dari Anggaran 

Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 

dan Corporate Social Responsbilty (CSR) dari BUMN/BUMD, Sertifikat Swadaya 
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 Permen No 1 Tahun 2017 tentang Pendaftaran tanah sistematis lengkap Perubahan Permen no 35 
Tahun 2016 Pasal 8 Poin 3 
22

 Permen No 1 Tahun 2017 tentang Pendaftaran tanah sistematis lengkap Perubahan Permen no 35 
Tahun 2016 Pasal 9 poin 1 dan 3 
23

Joko Widodo., Good Governance,Insan Cendekia,Surabaya, 2001, hlm 100 
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Massal atau bersumber dari swadaya masyarakat dan terakhir sumber pembiayaan 

bersumber dari Corporate Social Responsbilty (CSR) Swasta.
24

 

Untuk Anggaran pelaksanaan program PTSL ini terdapat batasan anggaran 

untuk per bidang tanah yang akan disertifikasi dalam program, untuk keterangan 

lebih lanjut sebagai berikut: 

Tabel 1.3 

Tabel standar biaya keluaran sertifikat berdasarkan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 106/PMK./2016 
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 Juknis No. 345/2.1-10/I/2017 tentang Pelaksanaan Anggaran Pelaksanaan Program PTSL Hal 3-4 

Tahapan 
Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4 Kategori 5 

Output/keluaran 
Per bidang Per bidang Per bidang Per bidang Per bidang 

51 Penyuluhan            90,000             76,000             62,000             48,000             34,000  

berita acara dari 

kantor 

pertanahan 

52 

Pengumpulan 

Data (alat bukti 

hak/ atas tanah) 

         109,000             92,000             75,000             57,000             39,000  

Dokumen atas 

hak, daftar 

rekap atas hak 

53 
Pengukuran 

bidang tanah 
         331,000           280,000           229,000           175,000           121,000  

Gambar ukur, 

Peta Bidang 

54 
Pemeriksaan 

tanah 
         141,000           120,000           100,000             78,000             57,000  

Risalah Panitia 

A 

55 

Penerbitan SK 

Hak/Pengesahan 

data fisik dan 

yuridis 

             2,000               2,000               2,000               2,000               2,000  
SK Hak atas 

tanah 

56 
Penerbitan 

sertifikat 
           13,000             13,000             13,000             13,000             13,000  

Buku tanah dan 

sertifikat 

57 Pelaporan              2,000               2,000               2,000               2,000               2,000  

Pelaporan 

Kegiatan 

Legalisasi 

mulai dari 

penyuluhan 

sampai dengan 

penerbitan 

sertifikat dan 

penyerahan 

sertifikat (total 

target satker) 

Jumlah          688,000           585,000           483,000           375,000           268,000    
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Di dalam tabel 1.3 diatas dapat dilihat terdapat perbedaan anggaran untuk 

pelaksanaan program PTSL ini untuk setiap bidang nya, dalam wawancara survey 

awal peneliti dengan Kasi infrastruktur Badan Pertanahan Kota Padang: 

“..Dalam pelaksanaan program PTSL, untuk anggaran pada setiap 

daerah berbeda-beda, setiap daerah dikelompokan dalam kategori 

yang berbeda, sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh pemerintah 

pusat”
25

 

Anggaran yang ditetapkan untuk pelaksanaan program PTSL ini diperuntukan 

untuk setiap bidang tanah yang akan disertifikasi, yang penggunaannya terdiri dari 

penyuluhan, pengumpulan data, pengukuran bidang tanah, pemeriksaan tanah, 

perbitan SK hak atau pengesahan data fisik dan yuridis, penerbitan sertifikat dan 

elaporan, Seperti yang disampaikan Kasi infrastruktur Badan Pertanahan Kota 

Padang untuk masing-masing daerah ditetapkan anggaran pembiayaan yang berbeda 

dan untuk Provinsi Sumatera Barat Khususnya Kota Padang: 

“..Untuk Provinsi Sumatera Barat masuk dalam kategori 3, sehingga 

anggaran untuk setiap bidang tanah yang akan disertifikasi adalah 

sebesar Rp. 483,000, dan untuk program PTSL tahap 1 Pemerintah 

pusat menarget 100 bidang tanah untuk Kota Padang yang 

dilaksanakan di Kelurahan Teluk Kabung Tengah Kecamatan 

Bungus Teluk Kabung”
26

 

Dengan penjelasan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa total 

anggaran untuk Kota Padang pada program PTSL tahap pertama ini adalah sebesar 

Rp 48,300,000. Program PTSL tahap 1 dilaksanakan di kelurahan teluk kabung 

tengah kecamatan Bungus Teluk Kabung. 

                                                           
25

Hasil wawancara dengan  Rifaldi, S.Sit Selaku Kasi Infrastrukur Kantor Petanahan Kota Padang, 

tanggal 4 Januari 2017, pukul 11.40 WIBdi Kantor Pertanahan Kota Padang 
26

Hasil wawancara dengan  Rifaldi, S.Sit Selaku Kasi Infrastrukur Kantor Petanahan Kota Padang, 

tanggal 4 Januari 2017, pukul 11.43 WIBdi Kantor Pertanahan Kota Padang 
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Program PTSL Tahap pertama telah selesaikan dilaksanakan hal ini 

disampaikan dalam wawancara survey awal peneliti: 

“..Program PTSL tahap satu telah selesai dilaksanakan dengan baik, 

target 100 bidang tanah telah diserahkan sertifikatnya, tentu terdapat 

kendala-kendala yang dihadapi oleh kami terutam satgas kami 

dilapangan, dan kendala-kendala tersebut harus segera kami tangani 

untuk mencari solusinya berhubung kedepannya Kantor Pertanahan 

Kota Padang untuk Program PTSL tahap 2 dibebankan target yang 

sangat tinggi yakni hampir 20.000 bidang tanah di Kota Padang, 

target tersebut ditetapkan oleh pemerintah pusat dan dilaksanakan di 

10 kelurahan di Kecamatan Lubuk Begalung dan 3 Kelurahan di 

Kecamatan Bungus Teluk Kabung”
27

 

Dari Penjelasan dalam wawancara tersebut untuk program PTSL Tahap 1 

target yang dibebankan yakni dapat tercapai dengan baik dan tentu saja dengan 

berbagai kendala yang dihadapi oleh satgas program PTSL di lapangan, hal ini harus 

ditemukan solusinya untuk mendukung pelaksanaan program PTSL Tahap 2 yang 

sedang berlangsung mengingat target yang ditetapkan oleh pemerintah pusat jauh 

lebih besar untuk Kantor Pertanahan Kota Padang. Peneliti melakukan wawancara 

dengan salah satu kecamatan yang menjadi target program pada tahap ke dua. 

“..Kecamatan Lubuk begalung memang menjadi bagian dalam 

program PTSL tahap ke dua, kami membantu BPN dalam 

mensosialisasikan program ini kepada masyarakat, dan juga 

berkoordinasi menghadapi kendala-kendala dalam pelaksanaan 

program”
28

 

 

                                                           
27

Hasil wawancara dengan  Rifaldi, S.Sit Selaku Kasi Infrastrukur Kantor Petanahan Kota Padang, 

tanggal 4 Januari 2018, pukul 11.50 WIBdi Kantor Pertanahan Kota Padang 
28

 Hasil wawancara dengan Ratna  Selaku Staff Kantor Kecamatan Lubuk Begalung, tanggal 16 Juli 

2018, pukul 14.30 WIBdi Kantor Kecamatan Bungus Lubuk Begalung 
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Wawancara diatas membenarkan bahwa di kecamatan Lubuk Begalung 

dilaksanakan program PTSL tahap kedua, informan juga menjelaskan tugas mereka 

yaitu membantu dalam mensosialisasikan program kepada masyarakat dan 

berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan Kota Padang jika terjadi kendala dalam 

pelaksanaan program ini. 

Berikut data rencana target dan Satuan tugas Program PTSL Tahap 2. 

                                            Tabel 1.4 

Tabel Data rencana target dan satuan tugas program Pendaftaran Tanah 

Sistematis Lengkap Tahap 2 Kantor Pertanahan Kota Padang 

Kecamatan Lubuk Begalung 

No Kelurahan Target Satgas Fisik Keterangan 

1 Kampuang Jua  500 Hengki Setiawan   

2 Kampuang Baru 500 Teddy Gusmanto   

3 Cengkeh  500 Maylusiana   

4 Pangambiran Ampalu  2000 Maylusiana   

5 Parak Laweh Pulau Aia  1000 Teddy Gusmanto   

6 

Pitameh Tanjuang 

Saba 400 Fuadil Hulum   

7 Tanah Sirah  500 Hengki Setiawan   

8 Tanjuang Aua 100 Silvia Septriana   

9 Gurun Laweh 400 Fuadil Hulum   

10 Gates 300 Teddy Gusmanto   

 

Kecamatan Bungus Teluk Kabung 

No Kelurahan Target Satgas Fisik Keterangan 

1 Teluk Kabung Tengah 100 Basmi Jaya PTSL Tahap 1 

2 Teluk Kabung Utara 1500 Danil Irfan   

3 Bungus Barat 2500 Suhartoyo   

4 Bungus Timur 3000 Sari Eria   
Sumber: Kantor Pertanahan Kota Padang 
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Implementasi kebijakan akan berjalan lancar jika sumber daya manusia 

(SDM) yang dikerahkan sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan serta memiliki 

kemampuan atau skill sesuai dengan beban tugas yang akan dikerjakan. Menurut 

hasil wawancara survey awal peneliti mengenai program PTSL tahap 2 dengan Kasi 

infrastruktur Kantor Pertanahan Kota Padang. 

“...Program PTSL Tahap kedua, pada proses pengumpulan data 

yuridis yakni pada proses inventarisasi data yuridis dan pemetaan 

yang dilakukan oleh satgas, tahapan persiapan yakni sosialisasi 

berjalan dengan baik, namun untuk perencanaan tenaga sumberdaya 

manusia sedikit terkendala karena kurang nya SDM yang dimiliki 

Kantor Pertanahan Kota Padang, tahapan penyuluhan juga sudah 

terlaksana, kami memberikan penyuluhan kepada masyarakat di target 

lokasi yang ditetapkan mengenai program PTSL ini dibantu oleh lurah 

dan tokoh masyarakat setempat”
29

 

 

Selanjutnya penulis melakukan wawancara lanjutan dengan Kantor 

Pertanahan Kota Padang: 

“...Program PTSL Tahap 2 dalam pelaksanaannya terdapat kendala 

yaitu adanya tanah yang bermasalah, banyak tanah ulayat yang 

digugat oleh masyarakat sehingga sulit untuk disegerakan pengurusan 

sertifikat tanahnya, saat ini program PTSL tahap 2 sudah selesai 

dilaksanakan dengan capaian 3000 bidang tanah yang disertifikat, 

masih jauh dari target yang ditetapkan. untuk penetapan lokasi 

program baik itu tahap 1 dan tahap 2 diprioritaskan pada lokasi 

desa/kelurahan yang ada kegiatan PRONA/PRODA, dana desa, lintas 

sektor, swadaya masayarakat, corporate social responsibility (CSR) 

dan/atau program pendaftaran tanah masal lainnya.”
30

 

 

Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa pelaksanaan program PTSL untuk 

tahap kedua, pada tahapan pengumpulan data yuridis yakni pada proses inventarisasi 

                                                           
29

Hasil wawancara dengan  Rifaldi, S.Sit Selaku Kasi Infrastrukur Kantor Petanahan Kota Padang, 

tanggal 6 Februari 2018, pukul 10.20 WIBdi Kantor Pertanahan Kota Padang 
30

 Hasil wawancara dengan  Rifaldi, S.Sit Selaku Kasi Infrastrukur Kantor Petanahan Kota Padang, 

tanggal 25 Maret  2018, pukul 10.0w0 WIBdi Kantor Pertanahan Kota Padang 
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data yuridis dan pemetaan yang dilakukan oleh satgas, sebelumnya sosialisasi 

program kepada masyarakat berlangsung dengan baik, sosialisasi dilakukan dibantu 

oleh tokoh masyarakat dan aparatur setempat. Akan tetapi terdapat kendala untuk 

perencanaan SDM pelaksanaan program yang dimiliki oleh Kantor Badan Pertanahan 

Kota Padang dan terdapat juga kendala permasalahan tanah ulayat di beberapa tempat 

yang membuat Program PTSL tahap 2 ini berjalan lambat. Program PTSL Tahap 2 ini 

sudah selesai menurut hasil wawancara hasilnya masih jauh dari target yang 

ditetapkan hal ini terkendala oleh banyaknya permaslahan tanah ulayat yang 

bersengketa, disamping kurangnya jumlah sumberdaya manusia dari program ini. 

Untuk Petapan lokasi program untuk tahap 1 dan 2 ditetapkan oleh Kantor 

pertanahan nasional dengan prioritas daerah yang ada kegiatan PRONA/PRODA, 

dana desa, lintas sektor, swadaya masayarakat, corporate social responsibility (CSR) 

dan/atau program pendaftaran tanah masal lainnya untuk itu ditetapkan program 

PTSL tahap 1 di kelurahan Teluk kabung tengah Kecamatan Bungus Teluk Kabung 

dan untuk tahap 2 di 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Lubuk Begalung dan Kecamatan 

Bungus Teluk Kabung. 

Kemudian komunikasi dalam bentuk pengawasan terhadap kinerja para 

aparatur pelaksananya masih harus di perhatikan, sebab berdasarkan data wawancara 

dan pemaparan sebelumnya meskipun program PTSL 1 memenuhi target namun 

untuk program selanjutnya Kantor BPN Kota Padang dibebankan target yang jauh 

lebih tinggi, tentu saja diperlukan komunikasi yang lebih baik pada masing-masing 

struktur yang terlibat dalam pelaksanaan program ini, terutama kontrol atasan kepada 
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satuan tugas yang bekerja untuk pelaksanaan program PTSL ini. Jika Komunikasi 

tidak berjalan dengan baik maka hal ini mengindikasikan lemahnya komitmen 

pemerintah dan aparatur yang terkait dengan sikap dan respon pemerintah yang tidak 

baik dalam menanggapi dan menjalankan kebijakan mengindikasikan adanya 

permasalahan komitmen atau sikap dari aparatur dalam menjalankan tugas. Buruknya 

sikap atau disposisi dalam suatu organisasi itu juga akanikut mempengaruhi hal 

lainnya yaitu seperti komunikasi, struktur birokrasi dan sumber daya yang ada 

didalam organisasi tersebut. 

Berdasarkan hal tersebut penulis akan melakukan penelitian yang berjudul 

“Implementasi Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang No. 1 Tahun 2017 mengenai 

PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) di Kota Padang” 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Agrarian dan Tata Ruang  Nomor 

1 tahun 2017 tentang Program PTSL (Pendafataran Tanah Sistematis Lengkap) di 

Kota Padang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Untuk menganalisis Implementasi Peraturan Menteri Agrarian dan Tata 

Ruang  Nomor 1 tahun 2017 tentang Program PTSL (Pendafataran Tanah Sistematis 

Lengkap) di Kota Padang 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Selain memiliki tujuan yang jelas, setiap penelitian tidak lepas dari manfaat 
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apa yang diperoleh dari penelitian ini. Adapun manfaat yang diharapkan oleh penulis 

dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat teoritik 

a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat selama kuliah di 

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Andalas. 

b. Untuk menambah wawasan keilmuan dan pengetahuan tentang 

pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematik melalui program PTSL 

(Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) di Kota Padang 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi masyarakat yaitu sebagai sarana memperoleh wawasan dan 

penjelasan atas pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematik melalui 

program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap). 

b. Bagi kalangan akademis yaitu diharapkan dalam hasil penelitian ini dapat 

memberikan tambahan pengetahuan mengenai pelaksanaan pendaftaran 

tanah secara sistematik melalui program PTSL (Pendaftaran Tanah 

Sistematis Lengkap). 


